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BAB III 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengertian Retribusi  

Retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
17

 

Retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan usaha atau milik daerah 

bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.
18

 

Pengertian retribusi menurut Ahmad Yani adalah: Daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan aspirasi masyarakat.
19

 

Pengertian retribusi menrut Mahmudi adalah pemungutan yang dilakukan 

pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertenu 

yang disediakan oleh pemerintah
20

 

Kemudian menurut Marihot P. Siahaan mengatakan Retribusi daerah 

adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

                                                 
17

 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Usaha. 

Pasal 1 Ayat 8 
18

 Josef Riwu Kaho, Op,  Cit, h. 171 
19

 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di 

Indnonesia, (Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada, 2002), h. 55 
20

 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, (Pt. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010), 

h. 25 
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tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
21

 

Dan menurut kamus bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan 

retribusi adalah merupakan pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa.
22

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata retribusi adalah pengembalian, 

penggantian, pemungutan uang oleh pemerintah.
23

 

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk 

peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa 

(paksaan ekonomi) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan mendapat jasa 

tertentu dari  pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang 

disebut retribusi. 

 

B. Pengertian Retribusi Daerah  

Retribusi merupakan suatu kata yang sudah sering di dengar dalam 

menjalankan suatu aktifitas kehidupan sehari-hari. Retribusi sering dilihat di 

tempat-tempat umum seperti di pasar, terminal, tempat rekreasi atau tempat-

tempat tertentu yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Secara 

awam retribusi merupakan suatu pungutan atas pemakaian dan pemanfaatan suatu 

fasilitas tertentu. Namun apakah semua pungutan-pungutan atas fasilitas tertentu 

merupakan suatu retribusi atau tidak semua pungutan atas beragam fasilitas yang 

digunakan merupakan retribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata 

                                                 
21

 Marihot, P Siahaat. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta; Pt Raja Grafindo 

Persada2005),  h. 111  
22

 5 Frista Artmanda. W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Jakarta: Lintas Media 

Jombang, 2007), h. 958 
23

 W.J.S. Poerwardarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesi Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2003), h. 975 
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retribusi adalah pengembalian, penggantian kerugian, pemungutan uang oleh 

pemerintah sebagai balas jasa.
24

 

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah pengertian retribusi adalah sebagai berikut: Retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan.
25

 

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah 

suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang 

bersangkutan. 

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, 

maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atas 

layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin 

menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar 

retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada 

sebuah pungutan yang dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa layanan 

yang diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran 

tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai retribusi. 

                                                 
24

  W.J.S. Poerwardarminta, Ibid,  ( Jakarta : Balai Pustaka,2003), h. 975 
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  Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 . Op.Cit. Pasal 1 Angka 64 
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Sedangkan pengertian jasa sebagaimana yang dimaksud dalam hal di atas 

adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang 

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh 

orang pribadi atau badan. 

Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran 

kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa 

negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena 

mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa 

yang diberikan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena 

itu, setiap pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa 

berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga 

keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. 

Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan 

pemerintah daerah kepada yang membutuhkan. 

Menurut Marihot P. Siahaan, Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.26 

Menurut Davey, pembayaran retribusi harus memenuhi dua syarat, yaitu :  

1. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada total cost 

dari pada pelayanan-pelayanan yang disediakan: dan  

2.  Dalam beberapa hal tersebut retribusi biasanya harus didasarkan pada 

kesinambungan harga jasa suatu pelayanan yaitu atas dasar mencari 

keuntungan. 
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 Marihot,P Siahaat .Op, Cit, (Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada 2005), h. 5 
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Menurut Marihot P. Siahaan, ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi 

daerah yang saat ini di pungut di Indonesia: 

1. Retribusi merupakan pemungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang 

dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah 

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) 

secara langsng dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 

4. Retribsi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu 

jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang dapat 

diselengarakan oleh pemerintah daerah.
27

 

Sehingga dari definisi tersebut menurut Josep Riwu Kaho, ada beberapa 

ciri retribusi, yaitu :  

1. Retribusi dipungut oleh negara  

2. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis  

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk  

4. Retribusi dikenakan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan atau 

mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh Negara.
28

 

Dari pengertian retribusi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi 

merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat 

memaksa dengan adanya kontra prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan 

                                                 
27

 Marihot P. Siahaan, Ibid.  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7 
28

 Adrian Sutedi. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),  h 

74 – 75 
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penagihannya. Memaksa disini  artinya  paksaan secara ekonomi  yaitu: hanya  

yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara, orang-orang 

yang tidak  menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib 

membayar retribusi. 

Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang tahap 

pelaksanaannya untuk daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.
29

 

Peraturan daerah tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur 

ketentan mengenai: 

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi. 

2. Golongan Retribusi 

3. Cara mengukur tingkat pengguna jasa yang bersangkutan 

4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi, 

peratran daerah harus mencamtumkan prinsip penetapan struktur dan besarnya 

tarif retribusi. 

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi. 

6. Wilayah pemungutan. 

7. Tata cara pemuungutan, termasuk mengatur ketentuan pembayaran, tempat 

pembayaran, angsuran, dan penndaan pembayaran. 

8. Sanksi administrasi. 

9. Tata cara penagihan. 

10. Tanggal mulai berlakunya. 

                                                 
29

 Siswanto Sunarn, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makassar: Sinar 

Grafika, 2005), h. 78 
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Adapun tarif retribusi beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah 

yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang 

dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) 

secara langsng dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan. 

4. Retribsi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu 

jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang dapat 

diselengarakan oleh pemerintah daerah. 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemborong retribusi tertentu.
30

 

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, 

maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atau 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, atau  bila seseorang ingin 

menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia hars membayar 

retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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C. Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 

Nomor 6 Tahun 2017 

Pemungutan retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 

Tahun 2017 merupakan salah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 

kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan 

penyetorannya.
31

 Dalam pemungutan secara umum ada beberapa sistem yang 

digunakan 

1. system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk 

menentukan besarnya retribusi yang terhutang oleh wajib retribusi 

2. system retribusi memberikan wewenang kepada wajib retribusi untuk 

menentukan sendiri besarnya retribusi yang terutang.
32

 

Dengan menigkatnya pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan 

perekonomian di Kabupaten Kampar yang ditunjang dengan sarana dan prasarana 

yang semakin memadai, diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber 

pendapatan asli daerah diantaranya retribusi daerah yang merupakan sumber 

pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, 

luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 telah menetapkan jenis-jenis 

retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten, untuk 

                                                 
31

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. 
32

 Rochmat Soemitro, Asas Retribusi dan Dasar Perpajakan (Bandung: PT. Eresco 

Bandung, 1991), h.13. 
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itu pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi sebagai sumber 

pendapatan keuangan daerah, termasuk di dalamnya retribusi pengujian kendaraan 

bermotor. 

Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan 

oleh pemerintah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat 

dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut 

pertimbangan sosial ekonomi yang layak dijadikan sebagai objek retribusi. 

Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan 

umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang di 

tentukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkna 

juga agar tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan 

kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang 

bersangkutan. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha sebagaimana yang diatur dalam peraturan 

daerah kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Retribusi Daerah, 

adalah sebagai berikut:  

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 

3. Dihapus. 

4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. 

5. Retribusi Pelayanan Pasar. 

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 

7. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus. 

8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
33
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D. Fungsi Retribusi Daerah 

Retribusi memiliki fungsi yang sangat penting terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD). Dimana fungsi tersebut dapat diukur berdasarkan target capai 

pungutan retribusi. Apabila target pencapaiannya tinggi, maka fungsi retribusi 

terhadap PAD akan tinggi dan besar.  

Dalam kaitannya dengan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, 

retribusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut: 

1. Sumber pendapatan daerah 

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mempu memenuhi dan 

mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi 

memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan 

daerah. Peran ikut serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa 

berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau 

untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah. 

2. Pengatur kegiatan ekonomi 

Kegiatan ekonommi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-

sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di 

daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. 

Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat 

dijalankan dengan baik dan lancer. 

3. Stabilitas ekonomi daerah 

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan 

perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi, karena baiaya-biaya 

penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi. 
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4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat 

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan 

pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.
34

 

 

E. Subjek Retribusi Daerah 

Subjek retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 

terdiri dari tiga, yaitu: 

1. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atauu menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

Subjek retribusi jasa umum ini dapat ditetapkan menjadi retribusi jasa umum 

yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi jasa umum. 

2. Subjek retribusi jasa usaha adalah adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi 

atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa 

usaha. 

3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan 

wajib retribusi jasa perizinan tertentu, yang orang pribadi atau badan yang 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu. 
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F. Objek Retribusi Daerah 

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah dapat 

dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu 

tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan 

perizinan tertentu.
35

 

Penetapan jenis-jenis retribusi seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa 

usaha, retribusi perizinan tertentu. Penetapan retribusi tersebut tentunya 

ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur 

dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku. Agar terciptanya ketertiban 

dalam penerapanya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan 

sesuai kebutuhan nyata yang bersangkutan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga 

yaitu: 

1. Jasa  Umum 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang diberikan atau 

disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
36

 Jenis retribusi ini 

dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan 

nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. 
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Retribusi jasa umum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 

mempertimbangkan sebagai berikut ini: 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa 

usaha atau retribusi perizinan tertentu. 

b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang atau badan yang 

haruus membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan 

kemanfaatan umm. 

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. 

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 

penyelenggaraannya. 

f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang potensial. 

g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 

tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.
37

 

Menurut Ahmad Yani prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 

retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah  dengan 

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan 

masyarakat, dan aspek keadilan. 

Adapun Jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat empat belas 

jenis retribusi jasa umum adalah:
38
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a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Objek retribusi pelaayanan kesehatan adalah pelayanan di puskesmas, 

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan rumah 

sakir umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan 

pendaftaran.
39

 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Objek retribusi persampahan/kebersihan meliputi: 

1) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara 

2) Pengangkutan sampah dari  sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah 

3) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. 

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. 

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta 

catatan sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu 

identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas sementara, kartu 

identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang 

meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta  pengesahan dan akta 

pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta 

kematian. 
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 Djoko Muljono, Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi, Dan Penuntutan Praktis, 
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d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. 

Objek retribusi pelaayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi 

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau 

dikelola pemerintah daerah. 

e. Retribusi Pelayanan Parkir 

Objek retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan 

pelayanan parker ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Retribusi Pelayanan Pasar 

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 

tradisional/sederhana berupa plataran, los, kios, yang dikelola pemerintah 

daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Objek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah. 

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Objek retribusi pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah 

pelayanan pemeriksaan dan/ata pengujian alat pemadam kebakaran, dan 

alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat 
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pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamatan jiwa yang dimikili dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Retribusi pergantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat 

oleh pemerintah daerah. 

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Objek retribusi pelayanan penyedotan kakus adalah penyediaan dan/atau 

penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair 

Retribusi pengelolaan limbah cair adalah pelayanan pengelolahan limbah 

cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan, dimiliki, 

atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi 

pengolahan limbah cair. 

l. Retribusi Pelayanan Tera-Tera Ulang 

Objek retribusi pelayanan retribusi tera/tera ulang adalah pelayan 

pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan 

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 

dengan ketentuan peratran perundang-undangan. 

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah suatu pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerinah daerah. 

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah suatu 

pemanfaatan bagi ruang untuk menara telekomunikasi dengan 

memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 



 

 
47 

2. Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya 

dapat pula disediakan oleh sector swasta. Sedangkan objek retribusi jasa usaha 

adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut 

komersial. 

Kriteria retribusi jasa usaha diantaranya terdiri dari: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakayan kekayaan 

daerah. Dapat dikecualikan dari pengertian pemakayan kekayaan daerah 

adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 

b. Retribusi Pasar Grosis dan/atau Pertokoan 

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokan penyediaan fasilitas pasar 

grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang 

dikontrakkan, disediakan/deselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

c. Retribusi Tempat Pelelangan 

Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan 

yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan 

pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa 

pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

d. Retribusi Terminal 

Objek retribusi terminal adalah pelayanan tempat parker untuk kendaraan 

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya 

dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dann/atau dikelola oleh 

pemerintah daerah. 
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e. Retribusi Tempat Parkir 

Objek retribusi tempat parker adalah pelayanan tempat khusus parker yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah suatu 

pelayanan tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 

oleh pemerintah daerah. 

g. Retribusi Rumah Potong Hewan 

Objek retribusi pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan 

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan 

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

Objek retribusi pelayanan kepelabuhan adalah pelayanan jasa 

kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang 

disediakan, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah. 

i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga 

Objek retribusi rekreasi dan olahraga adalah suatu pelayanan tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh pemerintah daerah. 

j. Retribusi Penyeberangan Di Air 

Objek retribusi penyeberangan di air adalah suatu pelayanan 

penyeberangan orang atau barang dengan  menggunakan kendaraan di air 

yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. 
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k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil 

produksi usaha pemerintah daerah. 

3. Perizinan Tertentu 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana ata fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sedangkan objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan 

perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan 

yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, sarana, prasaranan, 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga  

kelestarian lingkungan. Jenis dari retribusi perizinan tertentu adalah retribusi 

mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minum-minuman 

beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin 

usaha perikanan.
40

 

Adapun kriteria jasa perizinan tertentu berdasarkan pasal 141 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 diantaranya adalah: 
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Ida Zurida, Teknnik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Dan Retribusi 

Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 108 
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a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk 

mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan 

desain dan pemantauan pelaksanaan dalam pembangnannya agar tetap 

sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan 

tetap memperhatiakan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, 

koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasana penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksanaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan 

bagi yang menempati bangunan tersebut. 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Berakohol 

Objek retribusi izin gangguan penjualan minuman beralkohol adalah 

pemberian izin untuk melakukan penjualan beralkohol di suatu tempat 

tertentu. 

c. Retribusi Izin Gangguan 

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan 

ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan 

pengendalian keggiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah 

terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum. 

Memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan 

kesehatan kerja. 
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d. Retribusi Izin Trayek 

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi 

atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum 

pada suuatu atau beberapa trayek tertentu. 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Objek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada 

orangpribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan 

dan pembudidayaan ikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


